SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 17
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)

KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6A Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820)tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai



Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
139);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATITENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI



ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN TANAH LAUT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun
2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2019 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

0o

10.

11.
12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.



15.

16.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Pendudulk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
Dinas Peternakandan Kesehatan Hewanadalah Dinas Peternakan Dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Tanah Laut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Kecamatan adalah Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut.

Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupa ten Tanah Laut.

Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku pengguna
anggaran/barang.

Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.



38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Tanah Laut yang melaksanakan pengelolaan APBD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dibentuk
dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana
Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD
adalah Rencana Kerja dan Anggaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku
Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah Dokumen Perencanaan Kerja dan Penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran SKPD Kabupaten Tanah Laut.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD adalah merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD
Kabupaten Tanah Laut selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
setiap SKPD Kabupaten Tanah Laut yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang selanjutnya disingkat KUA-PPAS adalah dokumen
anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan Bupati
sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai
dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah
kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
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Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar.

Rehabilitasi Sosial adalah untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Perlindungan Sosial adalah untuk mencegah dan menangani resiko dari
guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok
masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan
kebutuhan dasar minimal.

Pemberdayaan Sosial adalah untuk menjadikan seseorang atau kelompok
masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga
mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Jaminan Sosial adalah merupakan skema yang melembaga untuk
menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

Penanggulangan Kemiskinan adalah merupakan kebijakan, program, dan
kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat
yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan
tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
Penanggulangan Bencana adalah merupakan serangkaian upaya yang
ditujukan untuk rehabilitasi.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota
masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam
rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non



pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

62. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan atas
kesamaan sifat pekerjaan.

63. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki
oleh Pemerintah Daerah dan/atau ditetapkan oleh Peraturan Daerah
sebagai perusahaan daerah.

64. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan
yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan
tujuan mensejahterakan anggotanya.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/
lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada
dalam daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian
Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang
Administrasi Kependudukan untuk penyediaan blangko kartu tanda
penduduk.

(3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan
hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan,;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati;

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan
dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai
dengan kewenangannya; dan



d. Koperasi yang didirikan Dberdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

(1)

(2)

(3)

(4)

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(l) huruf d
diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia
sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen
teknis hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada
Bupati melalui SKPD Teknis berkenaan dan untuk bidang keagamaan yang
diselenggarakan oleh Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
maka usulan hibah tersebut diusulkan melalui Bagian Kesejahteraan
Rakyat dan/atau Kecamatan.

SKPD Teknis berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Telaahan Staf yang disertai dengan

surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis
hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Bupati.

Bupati memberikan disposisi dan memerintahkan kepada SKPD Teknis

berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk melakukan evaluasi permohonan dan verifikasi proposal
hibah.

SKPD Teknis berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD

yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Hibah yang

diusulkan oleh calon penerima Hibah, meliputi :

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kecamatan;

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan dan/atau Kecamatan;

c. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban
umum dan sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/atau Kecamatan;

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan/atau Kecamatan,;

e. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial
dan/atau Kecamatan;

f. Urusan Pemerintahan Keagamaan, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan
Keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan/atau
Kecamatan;
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. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan/atau
Kecamatan;
. Urusan Politik Dalam Negeri dan Urusan Kemasyarakatan lainnya
dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau
Kecamatan;

i. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan/atau
Kecamatan;

j. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup dan/atau Kecamatan;

. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan
Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian dan/atau Kecamatan;

. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pemerintahan Bidang
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Perdagangan dan/atau Kecamatan;

.Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang
Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan dan/atau Kecamatan;

. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau
Kecamatan;

. Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana dilaksanakan
oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau Kecamatan;

. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas
Pariwisata dan/atau Kecamatan;

. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelaksanaan Unit
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan/atau Kecamatan;

. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Peternakan dan
Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan dan/atau Kecamatan;

. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan/atau Kecamatan;

. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan dan/atau Kecamatan;

. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan
Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang
Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
dan/atau Kecamatan;



(1)

(2)
(3)

(1)
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(3)
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w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan

Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
dan/atau Kecamatan; dan

x. untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada SKPD sebagaimana

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf w, maka akan
dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki kemiripan/mendekati tugas
pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Hibah yang diusulkan

oleh calon Penerima Hibah dan/atau Kecamatan.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 12

Hibah berupa uang dapat dicantumkan dalam RKA-SKPD dan/atau
RKA-PPKD.

Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 35

Bantuan Sosial berupa uang dapat dicantumkan dalam RKA-SKPD
dan/atau RKA-PPKD.

Bantuan Sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai
peraturan perundang-undangan.

. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1) Besaran maksimal pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang diberikan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini
akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati oleh SKPD yang
mengeluarkan rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Mekanisme penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Dikecualikan dari Peraturan Bupati ini adalah penerima hibah dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari
Dana Alokasi Khusus dan Program-Program Nasional Lainnya.
Dikecualikan dari Peraturan Bupati ini adalah pemberian barang dari
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Dikecualikan dari Peraturan Bupati ini adalah pemberian hibah berupa
bantuan keuangan partai politik.

Standar Operasional Prosedur pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI TANAH LAUT,
Ttd
H. SUKAMTA
Diundangkan di Pelaihari

pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 30
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